BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung di UPPKB Klepu
sudah memberikan pelayanan yang cukup baik tidak hanya secara
formalitas yang hanya melihat hasil timbanagan tetapi setiap kendaraan
yang masuk UPPKB Klepu diperiksa mulai dari surat-surat, hasil
timbangan, dan ukuran dimensi kendaraan. Penilangan kendaraan juga
dilaksanakan secara adil kendaraan yang melebihi JBI akan ditilang atau
di transfer muatan ke kendaraan lain. Namun masih terdapat beberapa
permasalahan baik pada sistem administrasi, sarana prasarana maupun
sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan kembali. Berikut
merupakan beberapa permasalahan yang terjadi di UPPKB Klepu :
1. Kurang maksimalnya penindakan pelanggaran bagi kendaraan
bermotor
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompetensi pada
bidangnya
3. Sarana dan prasaranan yang masih kurang memadai
4. Belum adanya batas waktu penanganan kendaraan hasil normalisasi
yang melebihi dimensi kendaraan sehingga proses sidang dan
penindakan terlalu lama. Masih adanya kendaraan yang terindikasi
Over Loading namun tidak masuk ke UPPKB Klepu
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V.2 SARAN
Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung di UPPKB Klepu,
diperoleh analisa serta dipadukan dengan teori selama mengikuti
perkuliahan Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor,
maka berikut ini adalah beberapa saran yang bersifat konstruktif demi
meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Penimbangan

Kendaraan Bermotor pada UPPKB Klepu, diantaranya adalah:

1. Memaksimalkan penindakan pelanggaran bagi kendaraan bermotor
kendaraan yang melanggar tanpa memberikan keringanan dengan
catatan tidak boleh beroperasi di jalan.

2. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM di UPPKB Klepu

3. Merehabilitasi fasilitas-fasilitas yang masih kurang memadai agar lebih
memadai

4. Penyempurnaan Regulasi setelah penindakan kendaraan dan
pembagian tugas anggota tiap regu sehingga tiap pos selalu

beroperasi
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